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Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan
Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan
jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah.
Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan
dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-
buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT menyediakan pelayanan yang
mudah dan cepat kepada wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang
terdiri dari Samsat Drive Thru, Samsat Quick Response (SQR), Samsat Keliling, Samsat
Corner, Samsat Kepulauan Mentawai dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengenai Sistem dan Prosedur
PKB saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi
oleh masyarakat dan pihak yang terkait, begitupun objek dan subjek PKB itu sendiri.

Kata kunci: Pajak Kendaraan, Metode Literatur

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang sangat potensial (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Dalam hal
ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk
memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di
masing-masing daerah (Pratama et al., 2022) (Ahluwalia, 2020). Sejalan dengan hal
tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua
kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak
Pendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan
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dari fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali
sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi
daerah (Anggarini, Putri, et al., 2021) (Putri & Ghazali, 2021). Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus
menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik
kendaraan bermotor (ANGGARINI & PERMATASARI, 2020) (Lina & Permatasari,
2020). Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat-alat berat dan alat alat besar yang digerakkan (Putri, 2021).
KAJIAN PUSTAKA

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting Yyaitu sebagai sumber
penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan pemerintahan dan
pembangunan serta sebagai alat regulasi.Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai
redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi (LIA
FEBRIA LINA, 2019). Menurut Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) mengemukakan
bahwa, ”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada Page 2 8
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya
kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran
umum. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup
Negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentinganmasyarakat. Untuk
kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya . Biaya hidup individu menjadi
beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup Negara adalah untuk
kelangsungan hidup alat-alat Negara, administrasi Negara, lembaga-lembaga Negara, dan
seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan Negara (Ahluwalia, 2020) . Pajak Daerah
menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, adalah: “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya” (Maryana & Permatasari, 2021) (Ahluwalia et al., 2021). Suandy
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(2011:229) Hukum Pajak : “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah” (Novita
& Husna, 2020a) (Novita et al., 2020) . Berdasarkan UU no 18 tahun 1997, jo UU no 34
tahun 2000 ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan

tujuh jenis pajak kabupaten/kota (Damayanti et al., 2020).
1. Pajak Provinsi terdiri dari :
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (Ameraldo & Ghazali, 2021)

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Saipulloh Fauzil,
2020)

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Febrian
Eko Saputra, 2018).

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (Fadly & Wantoro, 2019)
g) Pajak Parkir

Pengenaan pajak Provinsi ataupun kabupaten/kota ini tidak bersifat mutlak, namun
disesuaikan dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah, karena tidak semua
daerah di Indonesia mempunyai potensi penerimaan yang sama dalam tiap jenis pajak
(Khamisah et al., 2020) (Rosmalasari, 2017) (Sari & Sukmasari, 2018). Hal ini berkaitan
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dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk
mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota (Fitranita &
Wijayanti, 2020). Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah yang dipergunakan sebaik baiknya
untuk membiayai pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan pembangunan, maka
diperlukan peningkatan pelayanan, kinerja pemungutan yang diperbaiki, penambahan jenis
pajak (ekstensifikasi), serta memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah
daerah untuk menggali terus potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Fauzi et
al., 2021) (Suwarni & Handayani, 2021) (Octavia et al., 2020).

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau
studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca
jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di
perpustakaan maupun internet (Samsugi et al., 2018) (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun
sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang
telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami
dengan baik oleh pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi
sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial
dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka
variasi sumber isu iternet (Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan
sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan
baik (Fauzi et al., 2020) (Anggarini, Nani, et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakuisebagaimana
penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan (Lina
& Nani, 2020) (Nani et al., 2021).1 Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nani & Lina, 2022) (Nani &
Ali, 2020).
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Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat

jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah

a) Pajak Provinsi

b) Pajak Kabupaten/ Kota

2. Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan
Retribusi Perijinan Tertentu (Novita & Husna, 2020b).

3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan
(View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems,
Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf,
n.d.) (Lina & Ahluwalia, 2021) .

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
(Rahmawati & Nani, 2021) (Nani, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis berdasarkan hasil kajian dan

pengolahan data yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT menyediakan pelayanan yang
mudah dan cepat kepada wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang
terdiri dari Samsat Drive Thru, Samsat Quick Response (SQR), Samsat Keliling, Samsat

Corner, Samsat Kepulauan Mentawai.

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor. Mengenai Sistem dan Prosedur PKB saat ini didasarkan pada dasar
hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang
terkait, begitupun objek dan subjek PKB itu sendiri.
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3. Prosedur pemungutan dan prosedur pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sub
sektor pajak daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sistem
pengelolaan penerimaannya dilakukan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT). Pajak Kendaraan Bermotor yang sumber pendapatannya dalam bentuk pajak

yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
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